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	ABSTRACT
	
	ARTICLE HISTORY

	Amid increasing global attention to coastal ecosystem conservation, the traditional charcoal production practices of the Akit community in Bantan Village, Bengkalis Regency, reflect the tension between local economic needs and environmental conservation efforts. The charcoal panglong activity, which has been going on for generations, is the main source of livelihood for the indigenous community, while at the same time contributing to the degradation of mangrove forest areas. In this context, this research critically examines the social, economic and ecological dynamics that shape charcoal business practices, and explores the complex interactions between local communities and Indonesia's mangrove forest management policy regime. An ethnographic approach was chosen to enable an in-depth understanding of the daily practices, social structures and power relations that shape the relationship between local communities and their surrounding environment. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with two heads of farmer groups holding forest management rights (HKm), 25 charcoal panglong workers, and 13 home-based charcoal panglong owners, as well as document analysis of relevant policies and regulations. The findings of this study show that the charcoal panglong business is not just an economic activity, but an integral part of the Akit community's livelihood system and cultural identity. However, production practices based on intensive exploitation of mangrove forest resources have resulted in ecological degradation of coastal areas. Meanwhile, mangrove conservation policies that are generally centralised and technocratic tend to ignore local knowledge and community subsistence needs, resulting in structural tensions between the state and indigenous communities. This research recommends a more participatory and community-based policy approach, including the adoption of sustainable charcoal production technologies and the integration of local businesses into mangrove ecosystem rehabilitation schemes. Thus, the transformation of mangrove forest governance can be directed towards a more equitable, ecological and contextualised model.
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Pendahuluan
Di pesisir Bengkalis, Provinsi Riau, arang tak hanya bara yang menyala di tungku, tetapi juga simbol kehidupan, tradisi, dan pertarungan yang tak kunjung padam. Di tengah kepungan kebijakan konservasi yang terus diperketat atas nama pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim global, berdiri komunitas adat Suku Akit yang telah lama menjalin hubungan hidup-mati dengan hutan mangrove. Bagi mereka, pohon-pohon bakau bukan sekadar flora pelindung pantai, melainkan sumber daya yang menjelma menjadi rumah, pangan, energi, dan identitas. Namun, dalam arus besar regulasi modern yang disokong oleh narasi global tentang perubahan iklim, pengetahuan lokal Suku Akit perlahan-lahan terpinggirkan, bahkan terancam hilang. Hal inilah yang menjadi inti dari pertarungan epistemic sebuah arena tarik-menarik antara pengetahuan lokal dan hegemonik dalam mengklaim hak atas ruang hidup dan sumber daya alam.
Bisnis panglong arang di Bengkalis telah menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat pesisir selama lebih dari satu abad (Erman, 2017; Genta et al., 2018; Rosaliza, 2017, 2018a; Rosaliza & Somantri, 2021). Dimulai dari tahun 1858 (Boon, 1936; Endert, 1932; Jelles, 1929; Tideman, 1935), aktivitas ini menjelma menjadi sistem sosial dan ekonomi yang kompleks, melibatkan pencari kayu, pengangkut, pembakar arang, hingga tauke-tauke yang mendominasi rantai pasok dan distribusi. Panglong dapur besar pengolah kayu bakau menjadi arang telah tumbuh secara organik di tengah kampung-kampung pesisir. Namun, alih-alih diakui sebagai sistem produksi yang adaptif terhadap lingkungan lokal, praktik ini kerap dicap sebagai perusak hutan mangrove. Pandangan ini menjadi arus utama yang mewarnai kebijakan konservasi, yang cenderung mengabaikan sejarah panjang dan pengetahuan yang melekat dalam praktik masyarakat lokal.
Ironisnya, hutan mangrove yang secara ekologis sangat penting dalam menyerap karbon (Alongi, 2009; Aulia, 2017; Donato et al., 2011; Gandhi & Jones, 2019) dan melindungi garis pantai dari abrasi (Aye et al., 2019), justru mengalami kerusakan paling parah di wilayah-wilayah yang selama ini dihuni dan diolah oleh masyarakat adat. Di Bengkalis, abrasi pantai mencapai 8–25 meter per tahun (Rosaliza et al., 2023), bahkan satu desa pesisir dikabarkan hilang akibatnya. Pemerintah menyebut eksploitasi kayu bakau oleh masyarakat dan panglong arang sebagai penyebab utama. Namun narasi semacam ini luput melihat bahwa kerusakan mangrove bukan hanya akibat dari praktik tradisional, melainkan juga karena lemahnya kontrol terhadap ekspansi bisnis ekstraktif skala besar, buruknya tata kelola kehutanan, dan konflik regulasi antara pusat dan daerah. Justru di tengah tudingan itu, Suku Akit mempertahankan prinsip “ambil secukupnya” sebuah etika ekologis yang diwariskan lintas generasi.
Di sinilah letak persoalan epistemik yang menjadi sorotan utama. Pengetahuan ekologis Suku Akit yang lahir dari pengalaman hidup di pesisir selama puluhan tahun dianggap tidak valid di mata kebijakan negara yang didasarkan pada sains konservasi global (Bhowmik et al., 2022; Crichlow & Northover, 2012). Ketika pemerintah mengadopsi skema REDD+ dan Perjanjian Paris, regulasi nasional mulai membatasi secara ketat pemanfaatan mangrove, bahkan memidanakan aktivitas yang dianggap sebagai illegal logging. Padahal, bagi masyarakat adat, mengambil kayu bakau bukanlah tindakan melawan hukum, melainkan cara bertahan hidup yang telah lama menyatu dengan kebudayaan mereka (Asriwandari & Rosaliza, 2019; Rosaliza, 2018a, 2018b).
Pertarungan ini diperjelas dalam yang menggunakan pendekatan Strategic Action Field (SAF) dari Fligstein dan McAdam (2011). Teori ini memungkinkan kita melihat arena bisnis panglong arang bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi medan kontestasi antar-aktor dengan kepentingan, kekuasaan, dan strategi yang saling bertabrakan. Dalam arena ini, tauke dan masyarakat lokal sebagai challengers berupaya mempertahankan praktik dan ruang hidup mereka, sementara pemerintah pusat dan aparat negara bertindak sebagai incumbents yang mengontrol regulasi dan arah kebijakan konservasi (Fligstein & McAdam, 2011, 2012; Fligstein & Vandebroeck, 2014). Di tengah keduanya, pemerintah daerah memainkan peran ambivalen sebagai governance unit (Fligstein, 1999; Swartz, 2014), terjepit antara tuntutan atas pelestarian lingkungan dan realitas ekonomi masyarakat yang tidak bisa disangkal.

Namun pertarungan ini bukan sekadar soal siapa menang dan siapa kalah. Tetapi drama sosial tentang bagaimana kekuasaan memproduksi “pengetahuan sah” dan mendefinisikan ulang praktik-praktik hidup yang telah lama dijalankan oleh komunitas pesisir. Saat kebijakan konservasi diproduksi di ruang-ruang birokrasi dan forum internasional, masyarakat lokal tidak hanya kehilangan akses atas sumber daya, tetapi juga kehilangan bahasa untuk menjelaskan dan membenarkan cara hidup mereka. Hal ini adalah bentuk baru kolonialisme pengetahuan, yang tidak datang dengan senjata, melainkan dengan regulasi, klasifikasi, dan peta zonasi.
Pertarungan epistemik ini semakin rumit ketika bisnis panglong arang ternyata bukan hanya soal adat dan tradisi, tetapi juga soal ekonomi pasar global (Nurliah et al., 2019; Rosaliza & Somantri, 2021; Soerianto, 2020). Arang dari Bengkalis diekspor hingga ke Malaysia dan Jepang, memperlihatkan bahwa praktik ini terhubung dengan rantai pasok internasional yang lebih besar. Tauke sebagai pengusaha lokal memainkan peran penting dalam menghubungkan komunitas dengan pasar, meskipun mereka juga tak luput dari kritik soal eksploitasi tenaga kerja dan praktik patron-klien (Appold & Phong, 2001; Biermann, 2024) yang memperkuat ketimpangan internal. Dalam hal ini, relasi sosial di dalam bisnis arang membentuk struktur yang kompleks, di mana kapital, pengetahuan local (Gómez-Baggethun, 2022; Rosaliza, 2018b), dan kekuasaan saling bertumpuk dan berinteraksi.
Dengan pendekatan SAF, artikel ini ingin membongkar dinamika-dinamika tersebut sebagai bentuk kontestasi arena sosial yang dinamis. Bukan hanya untuk mengungkap konflik, tetapi juga untuk memahami bagaimana para aktor baik dari kalangan masyarakat adat, tauke, maupun pemerintah membangun strategi bertahan, beradaptasi, dan bahkan beraliansi. Masyarakat Suku Akit, misalnya, tidak pasif menghadapi regulasi yang menindas. Mereka membentuk jaringan solidaritas, melakukan negosiasi informal, bahkan mengembangkan narasi alternatif untuk membenarkan keberadaan mereka di dalam kebijakan kehutanan negara.
Dengan menyusuri sejarah panjang bisnis panglong arang, hubungan ekologis masyarakat pesisir dengan hutan mangrove, serta perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi dari masa kolonial hingga era REDD+, tulisan ini menempatkan pertarungan epistemik bukan sebagai konflik sektoral semata, tetapi sebagai cerminan dari problem struktural yang lebih besar. Yakni bagaimana negara, pasar, dan komunitas lokal saling berinteraksi dalam mendefinisikan ulang hak atas ruang hidup dan sumber daya alam.
Sebagai sebuah studi sosiologis, artikel ini tidak hanya mengangkat suara mereka yang selama ini direduksi menjadi “perambah” atau “pelanggar hukum”, tetapi juga mencoba memperlihatkan bahwa dalam reruntuhan kebijakan konservasi yang hegemonik, terdapat ruang-ruang resistensi dan negosiasi yang hidup. Di sanalah, mungkin, harapan baru bagi keberlanjutan yang lebih adil dapat disemai.
Dalam membaca dinamika bisnis panglong arang di Bengkalis, kerangka teoritik utama yang digunakan adalah Strategic Action Field (SAF) yang dikembangkan oleh Neil Fligstein dan Doug McAdam (2011, 2012). SAF memungkinkan pembacaan arena sosial sebagai medan yang diisi oleh aktor-aktor strategis yang saling berkompetisi untuk mendefinisikan aturan main, mempertahankan dominasi, dan menstabilkan tatanan dalam medan tersebut. Dalam konteks ini, bisnis panglong arang bukan sekadar ekonomi lokal, tetapi medan pertarungan strategis antara aktor negara, pelaku usaha lokal yang disebut tauke(Erman, 2017), dan komunitas adat (Suku Akit) yang terikat pada sistem sosial tertentu.
Konsep dasar dari SAF menekankan pentingnya dinamika antar aktor seperti incumbents (aktor dominan), challengers (penantang tatanan dominan), dan governance units (pengatur legitimasi dalam medan sosial) (Fligstein & McAdam, 2011) (Fligstein, 2008; Fligstein & McAdam, 2011, 2012, 2015). Dalam kasus panglong arang, pemerintah pusat dapat dibaca sebagai incumbent yang membawa mandat global atas konservasi; tauke dan masyarakat lokal sebagai challengers yang mempertahankan ruang hidup mereka; dan pemerintah daerah sebagai governance unit yang berusaha menyeimbangkan tekanan dari dua arah. Ketiganya saling mengonstruksi strategi dalam arena yang bersifat dinamis, penuh negosiasi, dan sarat ketimpangan kekuasaan.
Teori SAF juga memberi ruang penting pada apa yang disebut dengan social skill (Fligstein & Vandebroeck, 2014; Koehrsen, 2018)kemampuan aktor untuk membangun koalisi, membentuk aliansi strategis, dan memobilisasi sumber daya untuk memengaruhi struktur arena. Tauke dalam bisnis arang, misalnya, menggunakan social skill untuk mempertahankan akses terhadap bahan baku dan jaringan distribusi, meskipun secara formal mereka tidak memiliki kuasa politik yang sah (Rosaliza, 2025: 259–265).
Selain SAF, pendekatan ini diperkuat dengan teori tindakan sosial ekonomi Max Weber dan teori alienasi Karl Marx. Weber memberi penekanan pada tindakan sosial berbasis makna dan orientasi nilai, yang terlihat dalam cara masyarakat Akit memaknai pengambilan kayu bakau bukan sebagai praktik ilegal, melainkan sebagai bagian dari kelangsungan hidup . Sedangkan teori alienasi Marx mengungkap bagaimana para pekerja di panglong mengalami keterasingan karena keterputusan antara kerja, hasil kerja, dan makna sosial dari aktivitas produksi mereka dalam hal ini terlihat dari relasi kerja antara tauke dan buruh lokal yang berbasis relasi patron-klien (Rosaliza, 2025: 275–277).
Model teoretik ini menawarkan alat analisis yang kuat untuk menelusuri dimensi ekonomi, politik, sosial, sekaligus ekologis dari bisnis arang (Rosaliza et al., 2024). Dan juga membuka ruang interpretasi atas resistensi komunitas lokal bukan sebagai bentuk pembangkangan hukum, melainkan sebagai strategi bertahan di tengah hegemoni pengetahuan konservasi negara dan pasar global.
Riset tentang masyarakat pesisir dan hutan mangrove telah lama menjadi perhatian dalam literatur sosiologi ekologi dan studi pembangunan. Namun, studi yang mengaitkan langsung bisnis panglong arang dengan dinamika kebijakan dan epistemologi lokal masih sangat terbatas. Dalam konteks Indonesia, beberapa studi terdahulu memang mengangkat pentingnya hutan mangrove dalam mitigasi perubahan iklim (Donato et al., 2011; Kauffman et al., 2020; Murdiyarso et al., 2015), serta mencatat kerusakan luas mangrove akibat deforestasi dan abrasi di wilayah pesisir seperti Sumatera dan Kalimantan (Ilman et al., 2016).
Riset ini juga mengisi kekosongan dalam studi sosiologi pasar (market sociology) yang belum banyak membahas bisnis ekstraktif berbasis sumber daya alam dalam konteks arena konflik kebijakan dan pengetahuan lokal. Dengan menggabungkan perspektif teori strategic action field, kritik atas alienasi dan relasi patron-klien, serta pengetahuan lokal masyarakat Akit, tulisan ini berupaya menjembatani antara literatur sosiologi ekonomi, antropologi lingkungan, dan kajian kebijakan publik.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Etnografi (Gilbert, 2016) dalam penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan interpretatif. Tujuannya bukan hanya untuk menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga untuk memahami dinamika relasi kuasa dan pengetahuan dalam arena bisnis panglong arang di Bengkalis, khususnya bagaimana masyarakat pesisir, pengusaha lokal (tauke), dan aktor negara terlibat dalam kontestasi atas sumber daya hutan mangrove. Fokus utama penelitian ini adalah mengurai bagaimana medan pertarungan itu terbentuk, dijaga, dan dinegosiasikan oleh berbagai aktor yang memiliki latar belakang, kepentingan, dan strategi berbeda.
Metode penelitian ini secara substantif dipandu oleh teori Strategic Action Field (SAF) dari Fligstein dan McAdam (2011), yang berupaya menjelaskan dinamika sosial dalam suatu arena sebagai sistem relasional antara incumbents, challengers, dan governance units. Dengan kerangka ini, peneliti berupaya memahami arena bisnis panglong arang tidak sebagai struktur tetap, melainkan sebagai arena yang cair, sarat kontestasi, dan dipenuhi strategi aktor yang berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif (Rosaliza, 2015) dinilai paling tepat karena memungkinkan fleksibilitas dalam memahami narasi, tindakan, dan simbol-simbol yang hadir di lapangan.
Penelitian dilakukan di wilayah pesisir Bengkalis, Provinsi Riau, yang dikenal memiliki konsentrasi tinggi bisnis panglong arang dan komunitas adat Suku Akit. Lokasi ini dipilih karena secara historis dan struktural menyimpan dinamika yang kompleks dalam hal pemanfaatan hutan mangrove (Biermann, 2024), hubungan patron-klien antara masyarakat dan tauke (Carney, 1989), serta ketegangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal. Fokus wilayah mencakup beberapa desa seperti Berancah, Kembung, Jangkang, dan Pambang, yang memiliki karakteristik sosial-budaya dan ekonomi yang saling berkait.
Peneliti menggunakan teknik tracking dan overlay koordinat geografis untuk memetakan secara visual sebaran panglong arang di Pulau Bengkalis. Dengan bantuan data spasial, diperoleh gambaran utuh mengenai sebaran unit produksi arang, akses terhadap hutan mangrove, serta hubungan antara lokasi geografis dengan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Data ini diperoleh dari observasi lapangan yang dilakukan secara langsung, serta bantuan data tata ruang dari institusi pemerintah daerah dan dokumentasi dari informan lapangan.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview), serta studi dokumentasi. Peneliti terlibat langsung dalam kehidupan komunitas untuk menangkap praktik sosial dan tindakan ekonomi masyarakat, khususnya bagaimana mereka berinteraksi dengan sumber daya hutan mangrove serta dengan aktor-aktor lain dalam arena bisnis panglong arang. Observasi ini mencakup kegiatan penebangan kayu, produksi arang di dapur panglong, distribusi logistik, hingga pertemuan-pertemuan informal antara tauke dan warga.
Wawancara mendalam dilakukan kepada berbagai aktor yang terlibat dalam bisnis panglong arang. Informan kunci meliputi: para pemilik panglong (tauke), pekerja arang dari kalangan masyarakat Akit, pejabat pemerintah daerah, perangkat desa, pengurus perizinan, hingga perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tingkat pusat. Total 40 informan yang diwawancarai, yang dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam bidang studi ini yang terdiri dari dua ketua kelompok tani pemegang hak kelola hutan (HKm), 25 pekerja panglong arang, dan 13 pemilik panglong arang rumahan, serta analisis dokumen kebijakan dan regulasi terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang mendalam mengenai persepsi, strategi, dan kepentingan masing-masing aktor.
Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan konteks historis serta normatif terhadap fenomena yang diteliti. Dokumen yang dianalisis mencakup peraturan perundangan seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Permen LHK P.83/2016 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove. Selain itu, digunakan pula laporan resmi dari KLHK, Bappeda Provinsi Riau, media massa daring, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini.
Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, yakni mengidentifikasi pola-pola makna yang muncul dari narasi para informan, praktik sosial yang diamati, serta dokumen yang dikaji. Kategori analisis dibangun secara induktif dengan tetap merujuk pada elemen-elemen teori SAF: posisi aktor (incumbent, challenger, governance unit), strategi dan social skill, relasi antar aktor, serta dinamika perubahan medan. Selain itu, digunakan pula kerangka dari teori tindakan sosial ekonomi dan teori alienasi untuk memahami struktur relasi sosial di dalam panglong dan dampaknya terhadap pekerja arang.
Peneliti juga menggunakan pendekatan reflektif dalam menilai posisi dirinya di lapangan, mengingat adanya hubungan emosional dan historis dengan masyarakat Bengkalis yang telah dibangun sejak riset terdahulu. Refleksivitas ini penting untuk menjaga jarak analitis sekaligus membangun kepercayaan dengan komunitas yang diteliti. Posisi peneliti sebagai orang Melayu pesisir menjadi modal simbolik yang memungkinkan keterbukaan informan, namun juga menjadi tantangan dalam menjaga objektivitas narasi yang dihasilkan.
Dengan pendekatan metode yang menggabungkan teknik pemetaan spasial, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, penelitian ini berhasil menangkap kompleksitas medan pertarungan bisnis panglong arang bukan hanya sebagai isu ekonomi atau lingkungan semata, melainkan sebagai pertarungan epistemik atas hak mendefinisikan ruang hidup, sumber daya, dan masa depan komunitas pesisir.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa bisnis panglong arang di Bengkalis merupakan arena sosial yang dinamis, penuh dengan kontestasi antara pelaku lokal, aktor negara, dan kekuatan pasar global. Dengan pendekatan Strategic Action Field (SAF), medan bisnis arang dianalisis sebagai struktur yang dihuni oleh aktor-aktor yang saling bersaing dan berkoalisi dalam upaya mempertahankan atau mengubah aturan main atas sumber daya mangrove. Hasil menunjukkan bahwa pertarungan dalam arena ini bukan hanya pertarungan ekonomi, melainkan juga pertarungan epistemik antara pengetahuan lokal dan wacana konservasi global.

Arena Bisnis Arang: Panggung Kontestasi

Bisnis panglong arang telah berlangsung sejak tahun 1858 dan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya Suku Akit. Dalam periode kejayaannya antara 1995–2005, panglong arang berkembang menjadi industri besar, bahkan produknya diekspor ke Malaysia dan Jepang​. Namun, setelah regulasi kehutanan diperketat, terutama sejak diterapkannya UU No. 18/2013 dan Permen LHK No. P.83/2016, bisnis arang menghadapi kemunduran. Pemerintah kabupaten Bengkalis menutup panglong besar, dan kegiatan produksi arang hanya tersisa pada panglong kecil atau skala keluarga​.
Dalam struktur SAF, aktor yang memainkan peran penting di arena (Fligstein, 1999, 2013; Kluttz & Fligstein, 2016) adalah para tauke sebagai challenger, pemerintah pusat sebagai incumbent, dan pemerintah daerah sebagai governance unit. Tauke berperan menjaga kesinambungan ekonomi lokal melalui jaringan produksi dan distribusi arang. Mereka mempekerjakan warga Suku Akit sebagai buruh, dalam relasi kerja yang sering bersifat patron-klien​. Sementara itu, pemerintah pusat menggunakan kekuasaan regulatif untuk memperketat eksploitasi hutan, menyasar kegiatan yang dianggap sebagai illegal logging, termasuk penebangan bakau untuk arang​.
Pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis: di satu sisi mereka memahami pentingnya bisnis arang bagi masyarakat lokal, tetapi di sisi lain mereka harus mematuhi perintah pusat tentang konservasi. Ketidakharmonisan ini menciptakan ketegangan vertikal antara pemerintah daerah dan pusat, serta ketidakpastian bagi pelaku usaha​.



Ketergantungan dan Alienasi: Suku Akit di Tengah Bisnis Arang

Salah satu temuan utama adalah kondisi ketergantungan struktural masyarakat Akit terhadap bisnis arang. Sebagai buruh panglong, mereka tidak memiliki kendali atas alat produksi, hasil produksi, maupun keputusan pasar. Tauke memegang peranan utama dalam menentukan harga dan distribusi arang, sementara masyarakat Akit menjadi bagian dari “angkatan kerja yang teralienasi” sebagaimana disebut dalam analisis Marxis (Christ, 2015; Imron & Sari, 2020)​.
Dalam wawancara lapangan, masyarakat Akit mengungkapkan bahwa pekerjaan di panglong bukan sekadar pilihan, melainkan satu-satunya akses untuk bertahan hidup (Rosaliza, 2017, 2018a; Rosaliza et al., 2023; Rosaliza & Somantri, 2021; Rosaliza et al., 2024). Mereka menggantungkan hidup dari kerja memotong kayu, membakar arang, dan mengangkut hasilnya ke tauke. Praktik ini berlangsung turun-temurun dan menciptakan pola ekonomi yang stagnan, karena tidak ada ruang untuk mobilitas sosial atau inovasi kerja.
Meskipun mereka menjaga prinsip “tebang pilih” dan “tebang tanam” dalam memanen kayu mangrove​, prinsip ini tidak mendapat pengakuan formal dari negara. Pengetahuan ekologis yang mereka miliki tidak diakomodasi dalam perumusan kebijakan konservasi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan epistemik, di mana pengetahuan lokal dianggap inferior dibanding wacana ilmiah konservasi yang bersumber dari perjanjian global seperti Paris Agreement dan REDD+.

Polemik Perizinan: Izin Lisan vs Aturan Negara

Temuan lain adalah bentuk perizinan informal yang diberikan oleh pejabat lokal kepada masyarakat Akit. Pemerintah desa dan kecamatan sering kali memberikan “izin lisan” kepada masyarakat adat untuk mengambil kayu mangrove dalam jumlah terbatas demi kebutuhan hidup mereka. Izin ini berbasis pada kepercayaan dan norma sosial, bukan pada sistem hukum formal.
Namun, keberadaan izin lisan ini sering kali tidak diakui dalam hukum positif. Hal ini menciptakan kerentanan hukum bagi pelaku lokal. Mereka bisa dianggap melanggar hukum meskipun sebenarnya telah mendapatkan persetujuan dari otoritas lokal. Di sinilah muncul konflik antara local governance dan state authority, yang mencerminkan problem relasional dalam otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan​.

Krisis Kebijakan dan Retakan Field

Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 menjadi titik balik besar dalam pengelolaan sumber daya di daerah. Undang-undang ini memindahkan kewenangan kehutanan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, sehingga menghilangkan ruang negosiasi lokal dalam pemberian izin​. Akibatnya, relasi kuasa di dalam field mengalami perubahan besar. Tauke dan masyarakat Akit kehilangan akses langsung ke perizinan, dan regulasi konservasi menjadi lebih represif.
Perubahan kebijakan ini disebut sebagai field rupture dalam terminologi SAF, yakni kondisi ketika tatanan dalam arena sosial mengalami pergeseran drastis karena intervensi eksternal. Retakan ini menghasilkan ketidakstabilan dalam field dan memunculkan bentuk-bentuk kontestasi baru antara pelaku bisnis, komunitas lokal, dan negara​.
Meski berada dalam posisi tertekan, para pelaku lokal tidak pasrah. Mereka mengembangkan strategi bertahan yang adaptif. Salah satu bentuknya adalah diversifikasi kerja tidak hanya mengandalkan panglong, tetapi juga bertani, menangkap ikan, dan bekerja di proyek-proyek desa. Strategi ini memperlihatkan fleksibilitas sosial masyarakat Akit dalam merespons tekanan struktural​.
Tauke juga menunjukkan kapasitas adaptasi yang tinggi. Mereka mulai menjalin kerja sama dengan tauke besar di pusat kabupaten, serta menyesuaikan praktik produksi dengan regulasi baru. Beberapa di antara mereka menggunakan narasi konservasi untuk tetap bertahan di tengah kebijakan yang mengekang, menunjukkan penggunaan social skill dalam SAF untuk membangun aliansi strategis.
Sementara itu, pemerintah daerah mencoba membangun jalan tengah dengan mendorong skema perhutanan sosial. Namun, implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal karena adanya ketimpangan akses informasi dan sumber daya antar aktor.

Bisnis Panglong Arang dalam Jaring Kebijakan: Pergulatan antara Hukum Negara dan Hukum Sosial

Bisnis panglong arang yang dijalankan masyarakat pesisir, khususnya Suku Akit, tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan nasional dan internasional yang mengatur konservasi hutan mangrove. Namun, persoalannya bukan semata keberadaan kebijakan, melainkan bagaimana kebijakan itu diproduksi, dijalankan, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat lokal.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan konservasi sering kali hadir dalam bentuk yang monolog dibuat dari atas (top-down), seragam secara nasional, dan kurang sensitif terhadap realitas sosial di lapangan. Kebijakan dibuat berdasarkan narasi besar tentang climate crisis, target penurunan emisi, dan kepatuhan terhadap komitmen global seperti UNFCCC, REDD+, dan Paris Agreement (Rosaliza, 2025: 5–6). Dalam kerangka ini, hutan mangrove diposisikan sebagai aset ekosistem karbon tinggi yang harus dilindungi, bahkan bila perlu dengan pendekatan moratorium pemanfaatan total.
Namun, posisi ini bertabrakan langsung dengan kenyataan di lapangan: masyarakat seperti Suku Akit sudah bergantung pada hutan mangrove sejak abad ke-19 (Rosaliza, 2025: 123). Mereka memanfaatkannya bukan dengan pola kapitalistik besar-besaran, tetapi dengan prinsip keberlanjutan berbasis etika lokal: tebang pilih, tebang tanam, dan pengambilan secukupnya. Sayangnya, prinsip-prinsip ini tidak terakomodasi dalam hukum formal, sehingga praktik tradisional ini dapat dikriminalisasi oleh aparat negara.

Kebijakan Kehutanan dan Dilema Konservasi

Secara formal, ada sejumlah regulasi kunci yang membentuk kerangka kebijakan kehutanan dan konservasi mangrove:
1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menyatakan bahwa semua hutan di Indonesia dikuasai negara dan pengelolaannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini menghapus hak kelola adat dan membuka jalan bagi kontrol sentralistik.
2. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Meningkatkan hukuman bagi pelaku penebangan liar, termasuk masyarakat lokal yang tidak memiliki izin formal. Dalam praktiknya, masyarakat adat seperti Suku Akit rentan dikriminalisasi, meskipun aktivitas mereka berbasis pada kebutuhan subsisten dan izin lisan dari pejabat lokal.
3. Permen LHK No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove
Mengatur tata kelola hutan mangrove dan menyebutkan partisipasi masyarakat, tetapi pada pelaksanaannya kerap bersifat teknokratis dan birokratis, menyulitkan akses masyarakat adat terhadap legalitas formal.
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Mengalihkan kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi dan pusat. Akibatnya, ruang mediasi dan adaptasi lokal berkurang drastis. Pemerintah daerah kehilangan otoritas untuk mengeluarkan izin, dan masyarakat tidak lagi dapat bernegosiasi langsung dengan aktor yang dekat dengan mereka.

Field Rupture: Keretakan Akibat Kebijakan Terpusat

Dalam kacamata Strategic Action Field, semua kebijakan tersebut menghasilkan apa yang disebut field rupture (Fligstein & McAdam, 2011) yakni kondisi ketika struktur dominasi lama tergeser oleh regulasi baru yang lebih kuat dan sentralistik. Jika sebelumnya masyarakat bisa bernegosiasi dengan pemerintah lokal untuk mendapatkan “izin lisan” atau toleransi adat, kini semua bentuk akses harus melalui jalur resmi yang panjang dan rumit.
Hal ini menyebabkan “rupture” bukan hanya dalam struktur legal, tetapi juga dalam struktur sosial. Tauke dan masyarakat pesisir kehilangan agensi formal. Sebaliknya, aktor negara (KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan) menjadi lebih dominan dalam mengatur akses terhadap sumber daya. Namun, ironisnya, kebijakan ini justru memperburuk ketidakpastian dan memperluas ekonomi ilegal. Masyarakat tetap menebang mangrove karena kebutuhan ekonomi, tetapi kini tanpa perlindungan apa pun, bahkan dengan risiko kriminalisasi (Rosaliza, 2025: 234–237).
Untuk menjawab tekanan dari bawah dan tantangan konservasi global, pemerintah meluncurkan skema Perhutanan Sosial (PS) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Skema ini pada prinsipnya memberi ruang kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara legal berbasis kearifan lokal.
Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa skema ini belum banyak menyentuh masyarakat Suku Akit. Alasannya beragam: rendahnya literasi hukum dan administrasi, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah dan LSM. Sementara itu, prosedur pengajuan izin dalam PS sangat teknis dan membutuhkan data spasial, rencana kerja, hingga legalitas kelompok tani hutan, yang semuanya sulit dipenuhi oleh komunitas adat (Rosaliza, 2025: 226–230).
Alhasil, meski secara normatif skema PS memberi ruang bagi masyarakat, secara praktis hal tersebut masih beroperasi dalam logika negara yang mengedepankan formalisasi dan kontrol administratif. Pengetahuan lokal tetap tidak menjadi pijakan utama dalam penyusunan maupun pelaksanaan skema tersebut.

Kesimpulan

Studi ini mengungkap bahwa bisnis panglong arang di pesisir Bengkalis bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi biasa, melainkan sebuah arena sosial yang kompleks, tempat berbagai aktordari masyarakat adat, pengusaha lokal (tauke), hingga negara bertarung untuk mempertahankan, mengklaim, atau mengatur ulang relasi atas sumber daya mangrove. Dalam arena ini, berlangsung sebuah pertarungan epistemik yang sangat nyata: antara pengetahuan lokal yang lahir dari relasi ekologis-historis masyarakat Suku Akit dengan hutan mangrove, dan pengetahuan hegemonik negara yang dibentuk oleh sains konservasi global dan perangkat kebijakan formal.
Teori Strategic Action Field (SAF) yang digunakan dalam riset ini secara efektif menjelaskan bagaimana konflik dan adaptasi terjadi dalam medan bisnis panglong arang. Tauke dan masyarakat pesisir berperan sebagai challengers yang berupaya mempertahankan ruang hidup dan sistem ekonomi mereka, sementara pemerintah pusat berperan sebagai incumbent yang merepresentasikan logika negara, konservasi, dan komitmen internasional terhadap perubahan iklim. Di antara keduanya, pemerintah daerah terjebak sebagai governance unit yang serba dilematisdi satu sisi memahami realitas sosial masyarakat lokal, namun di sisi lain terikat pada ketentuan regulasi dari pusat.
Ketimpangan relasi ini menghasilkan struktur arena yang timpang. Masyarakat adat tidak hanya terpinggirkan secara ekonomi, tetapi juga secara epistemik: pengetahuan mereka tentang bagaimana merawat mangrove, tentang praktik “ambil secukupnya”, tentang siklus tebang-tanam, tidak diakui sebagai bagian dari kebijakan publik. Mereka bahkan berisiko dikriminalisasi atas praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, hanya karena tidak sesuai dengan klasifikasi formal hukum kehutanan.
Kebijakan konservasi hutan mangrove, meski bertujuan melindungi ekosistem penting, pada kenyataannya belum menyentuh akar persoalan keadilan ekologis. Pendekatan yang terlalu teknokratis, terpusat, dan seragam membuatnya gagal menangkap keragaman praktik dan nilai lokal yang telah terbukti menjaga kelestarian mangrove selama puluhan tahun. Selain itu, desentralisasi semu yang terjadi pasca-berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 menyebabkan semakin mengecilnya ruang negosiasi dan partisipasi daerah, apalagi masyarakat adat.
Meskipun begitu, studi ini juga mencatat adanya kemampuan adaptif dari para aktor lokal. Tauke dan masyarakat Akit tidak sepenuhnya pasif. Mereka mengembangkan strategi bertahan, baik melalui diversifikasi ekonomi, pembangunan aliansi informal, maupun upaya menyesuaikan praktik bisnis agar tidak menyalahi aturan secara terang-terangan. Namun, adaptasi ini tetap terjadi dalam konteks ketimpangan struktur kekuasaan yang tidak berpihak pada mereka.
Dengan demikian, kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa kebijakan konservasi lingkungan yang tidak mengindahkan dimensi sosial dan kultural justru berisiko melahirkan ketidakadilan baru. Sumber daya alam memang perlu dilindungi, tetapi pelindungnya tidak boleh mengorbankan masyarakat yang justru selama ini hidup berdampingan dan merawat sumber daya tersebut. Negara harus membaca ulang ruang hidup masyarakat pesisir bukan sebagai "ruang yang harus diamankan dari manusia", tetapi sebagai lanskap sosial-ekologis yang dibentuk melalui praktik, nilai, dan pengetahuan lokal.
Dengan demikian, studi ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap pengetahuan lokal yang selama ini terpinggirkan dalam diskursus dan praktik kebijakan kehutanan. Pengakuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk romantisasi terhadap tradisi, melainkan sebagai penguatan epistemik atas logika ekologis dan strategi bertahan hidup yang tertanam dalam praktik produksi masyarakat pesisir. Di balik aktivitas panglong arang yang kerap distigmatisasi, tersimpan sistem nilai dan relasi ekologis yang telah terbukti adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, apabila kebijakan lingkungan ditujukan untuk mencapai keadilan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang, maka sudah saatnya negara membuka ruang dialog dengan komunitas lokal yang selama ini dianggap sebagai pelanggar, namun sesungguhnya berperan sebagai penjaga lanskap melalui pengetahuan dan praktik yang berbeda dari standar formal negara.
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